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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah menetapkan sebagai

berikut dalam perkara dari:

UMAYAH, bertempat tinggal di Dusun Centong, Desa
Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Surya Syafi'i, S.H., M.H., dan
kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayor Bismo Nomor
13, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;
Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

I. Menyatakan Irokromo Rakiman/Rakiman (alm) dan Rusminah (alm)
dimasa hidupnya telah sah secara hukum mengangkat anak angkat;

II. Menyatakan Umayah, perempuan, swasta, Islam, bertempat tinggal di
Dusun Centong, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten
Kediri, adalah sebagai angkat yang sah secara hukum, didalam
pernikahan antara Irokromo Rakiman/Rakiman (alm) dan Rusminah (alm).

[ll. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul didalam perkara ini
kepada Pemohon.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, didalam

perkara pengajuan permohonan penetapan anak angkat, yang diajukan oleh

Pemohon, maka mohon agar diberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat
diterima oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan putusan Nomor
79/PDT.P/2017/PN.Gpr tanggal 21 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:
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2. Menghukum kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar

Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 kemudian terhadapnya
oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada
tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan
Kasasi Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Gpr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi
yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diteliti dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
tanggal 18 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan
ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

A. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon/Pemohon Kasasi;

B. Membatalkan Penetapan Nomor 79/PDT.P/2017PN.Gpr Pengadilan
Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 21 Juni 2017;

C. Menyatakan Irokromo Rakiman/Rakiman (alm) dan Rusminah (alm)
dimasa hidupnya telah sah secara hukum mengangkat anak angkat;

D. Menyatakan Umayah, perempuan, swasta, Islam, bertempat tinggal di
Dusun Centong, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten
Kediri, adalah sebagai angkat yang sah secara hukum, didalam
pernikahan antara Irokromo Rakiman/Rakiman (alm) dan Rusminah (alm);

E. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul didalam perkara ini
kepada Pemohon/Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal
18 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak salah menerapkan hukum, dengan

pertimbangan sebagai berikut:
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orang tua angkat bukan sang anak itu sendiri (Pemohon) sehingga tidak
beralasan hukum seseorang menyatakan dirinya telah diangkat oleh orang
tua angkatnya;

Bahwa oleh karenanya permohonan yang demikian harus dinyatakan
tidak dapat diterima;

Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana
tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian
dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas
wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam
perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,
maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi UMAYAH
tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi UMAYAH tersebut;
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putusan.meérkar afiagkal - peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,
M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Paniji
Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

Ttd Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.  H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.Meterai....co.oceenenn .. Rp 6.000,00
2.Redaksi..ccceeerneennn.... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi........... Rp489.000,00
Jumlah ................................ Rp500.000,00
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Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001
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